Terjun Dunia Politik, Aco LIDA
dan Sederet Tokoh di Sultra Pilih
Gabung Partai HANURA

| Muhammad Adriansyah atau lebih terkenal dengan
nama Aco Lida, finalis ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia (LIDA) dan
sederet Tokoh Penting di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terjun ke dunia
politik dan memilih bergabung di Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Seremoni bergabungnya sejumlah Tokoh di Sultra tersebut ditandai dengan
penyematan Jaket Partai pada acara pembukaan Rapat Pimpinan Daerah
(Rapimda) Partai Hanura Sultra, bertempat di Pelataran Pantai Marina Kabupaten
Wakatobi, Selasa (29/3/2021).

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Hanura Sultra, Wa Ode Nurhayati
mengatakan Partai Besutan Oesman Sapta Odang itu merupakan pilihan tepat
bagi generasi muda untuk berkarya melalui jalur politik.

“Saya bersaksi bahwa Partai Hanura adalah tempat terbaik bagi Hati Nurani
Rakyat dan potensi-potensi muda untuk mengabdikan diri untuk kepentingan
rakyat, dan kepada Para Senior saya berterima kasih telah memilih berjuang
bersama Partai Hanura,” ujar WON sapaan Akrabnya.

Srikandi satu satunya di Partai Hanura yang menjabat sebagai Ketua DPD
Provinsi itu menegaskan seluruh Kader Partai Hanura se-Sultra telah siap
seluruhnya mengikuti verifikasi faktual Partai Politik dan memenangkan Partai
Hanura pada Pemilu dan Pilkada 2024 mendatang.

“Banyak yang ragu Partai Hanura tidak lolos PT (Parlementary Threshold) tak
apa, tetapi kami dan DPP sangat yakin bahwa kita bisa lolos PT,” tegas Wanita
Asal Liya Togo Wakatobi itu.

Pada kesempatan tersebut mantan anggota DPR-RI itu mengingatkan kader
Partai Hanura khususnya kepada 18 anggota DPRD Hanura se-Sultra saat ini
untuk betul betul turut merasakan kesusahan yang dihadapi masyarakat.

“Sering-seringlah turun ke Masyarakat, Kader Partai Hanura harus berani
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memperjuangkan kepentingan masyarakat sepanjang itu adalah kebenaran,”
Pungkas Istri advokat Tony Akbar Hasibuan itu.

Seremoni penyematan Jaket Partai Hanura oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai
Hanura Kodrat Shah diwakili beberapa tokoh antara lain La Moane Sabara, S.Sos,
Sutomo Hadi, S.Sos, Abdul Gani Syukur, S.Pd, M. Adriansyah/Aco Liga Dangdut
dan H.Muhsin.

Pewarta : Idris Hayang

H. Kasra J] Munara Launching
Buku Moronene, Ini Tujuannya

Bombana, SultraNET. | Mantan Calon Bupati Bombana, H. Kasra J] Munara
melalui Yayasan Munara Foundation bersama Komunitas Seniman Pemuda
Kreatif (Sepakat) Kabupaten Bombana melaunching Buku karyanya berjudul
Moronene Dalam Lintasan Sejarah dan Jejak Peradaban Austronesia, bertempat di
Aula Perpustakaan Daerah Bombana, Kamis (24/3/2021).

Kepada awak media SultraNET. Kasra menjelaskan penulisan buku ini bertujuan
agar menjadi salah satu referensi umum dan terkhusus bagi generasi muda
Moronene dalam memahami sejarah maupun seni dan budaya suku moronene.

“Saya ingin supaya orang-orang moronene lebih banyak literasinya dalam
memahami sukunya yang bisa memperkuat dia sebagai sebuah jati diri dan
menjadikan dia sebagai karakter yang tidak merasa minder,” ujar Kasra

Berdasarkan pengamatannya dilapangan, banyak generasi yang minder mengakui
diri sebagai orang Moronene hal itu terlihat salah satunya dari penggunaan
bahasa mereka yang lebih cenderung berbahasa daerah lain ketimbang
menggunakan bahasa sukunya sendiri.

“Misalnya jika ia berdarah campuran atau tinggal di komunitas Bugis misalkan, ia
lebih memilih menggunakan bahasa dimana komunitas dia berada ketimbang
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berbahasa moronene,” ungkapnya

Hal lain yang menjadi perhatian Kasra yaitu banyaknya generasi Moronene jika
melihat dari status sosial, jika mengaku sebagai orang moronene mereka gengsi
karena konotasinya orang moronene banyak yang hidup di starata sosial
menengah kebawah sementara di suku-suku yang lain mungkin statusnya
menengah ke atas.

“Saya ingin menggugah mereka tetap mengakui jati dirinya, belajar apa yang
tidak sempat didapatkan dari orang tua, sekarang dapat mereka ketahui salah
satunya dengan membaca buku ini,” harapnya

Ketika ditanya terkait pilihannya menulis buku sejarah dengan latar belakang
dirinya yang diketahui sebagai seorang dan Politisi dan Profesional ia
mengatakan bahwa didalam bukunya itu telah ia jelaskan bahwa ia bukan orang
yang menguasai sejarah atau budayawan, namun karena ia mengalami sendiri
kesulitan menemukan referensi yang komplit terkait Suku Moronene.

“Kenapa saya lakukan juga walaupun saya bukan sejarawan, bukan sarjana
sejarah atau antropologi, salah satunya saya punya kelebihan lain karena banyak
literatur terkait ini dalam bahasa asing dan saya mampu menterjemahkan itu
lebih tuntas,” jelasnya

Sebagai seorang profesional ia banyak melanglang buana dan banyak melihat
daerah lain yang ia sandingkan dengan apa yang ia jumpai di Bombana sehingga
dalam penyajiannya ia tidak meraba raba misalkan ketika ia berbicara manusia
afrika ia sudah pernah melihat secara langsung mereka seperti apa.

“Saya sudah jelaskan bahwa saya bukan ahli sejarah namun saya mencoba
menulis apa yang saya dapatkan, buku ini banyak argumen yang disampaikan
tentang penamaan suku moronene, istilah istilah yang dipakai yang disajikan
dengan data-data,” pungkasnya.
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Foto Bersama usai Launcing Buku

Ditempat yang sama Anton Ferdinand selaku Ketua Gerakan Pemasyarakatan
Minat Baca Kabupaten Bombana mengapresiasi dan menyambut positif dengan
terbitnya buku ini, menurutnya buku ini merupakan salah satu referensi dan
rujukan yang penting untuk di baca oleh generasi millenial dan khususnya pecinta
dan penggiat budaya.

Ia menyebut terbitnya buku ini akan lebih bermanfaat jika nanti bisa bersinergi
dengan berbagai penggiat literasi sehingga buku ini dapat tersampaikan pesan-
pesan yang ditulis di dalamnya untuk tersambungkan komunikasinya hingga ke
level masyarakat.

“Saya kira dengan menggandeng para penggiat budaya dan lembaga adat, buku
ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam upaya pelindungan, pelestarian dan
pengembangan kebudayaan Suku Moronene,” Ucap ASN Pemkab Bombana itu.

Setelah membaca buku ini lanjut Anton Ferdinand, salah satu yang diuraikan
cukup komherenship yaitu digambarkan mulai asal mula proses masuknya suku



Moronene sehingga menjadi salah satu penduduk tertua di Sulawesi Tenggara,
kemudian eksistensi budayanya dan bagaimana bisa melakukan kontak-kontak
dengan masyarakat yang diluar Moronene itu sendiri.

“Buku ini menjelakan bagaimana Moronene dalam menjalin hubungan-hubungan
dengan berbagai komunitas yang ada di Sulawesi Tenggara,” bebernya

Ia berharap buku ini dapat masuk ke lambaga-lembaga pendidikan untuk menjadi
salah satu rujukan tenaga pendidikan dalam proses pembelajaran.

“Ini ada beberapa hal yang dapat dikutip, bisa diambil dan dijadikan referensi
dalam proses pembelajaran sejarah suku Moronene,” Tutupnya.

Untuk diketahui, pendistribusian buku yang dibanderol dengan harga 200 ribu
rupiah di Kabupaten Bombana, Munara Foundation telah bekerja sama dengan
Komunitas Sepakat.

Pewarta : Idris Hayang

Gelar Musrenbang Penyusunan

RKPD Tahun 2023, Bupati Tafdil
Minta Dilakukan Secara Teliti

Rumbia, SultraNET. | Berakhirnya pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bombana tahun 2017-2022 Pemerintah
Kabupaten Bombana kembali menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan
(Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, bertempat
di Auditorium Tanduale Kantor Bupati Bombana, Selasa (22/3/2022).


https://www.sultranet.com/gelar-musrenbang-penyusunan-rkpd-tahun-2023-bupati-tafdil-minta-dilakukan-secara-teliti/
https://www.sultranet.com/gelar-musrenbang-penyusunan-rkpd-tahun-2023-bupati-tafdil-minta-dilakukan-secara-teliti/
https://www.sultranet.com/gelar-musrenbang-penyusunan-rkpd-tahun-2023-bupati-tafdil-minta-dilakukan-secara-teliti/

Pada kegiatan yang mengangkat tema Peningkatan Infrastruktur Mendorong
Pemulihan Ekonomi Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Secara
Berkelanjutan itu terdapat beberapa prioritas dalam Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Bombana Tahun 2023-2026 yaitu Peningkatan Ekonomi dan
Pengurangan Angka Pengangguran, Peningkatan Infrastruktur Dasar dan
Konektivitas, Pembangunan Manusia dan Penanggulangan Kemiskinan dan
Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik Berkualitas.

Bupati Bombana Tafdil, S.E., MM. dalam sambutannya mengatakan jika dalam
melaksanakan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya, harus dilihat dan
diperhatikan dengan baik dan teliti agar rencana kerja yang telah disusun dapat
terealisasikan dengan baik.

“Dalam melaksanakan rencana kerja di filter lagi dengan baik jangan sampai ada
kegiatan yang tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan,” harap Tafdil.

Ia Menyebut Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bombana dalam 4 tahun terakhir
cenderung mengalami penurunan, dan lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan
Provinsi Sulawesi Tenggara. Sedangkan Perkembangan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Kabupaten Bombana cenderung mengalami peningkatan.

“Peningkatannya IPM sangat kecil serta lebih rendah dibanding Indeks
Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara,” sebutnya.

Nampak hadir pada kegiatan tersebut, seluruh unsur Forkompinda, Kepala
Organisasi Perangkat Daerah, Para Camat dan Lurah Lingkup Pemerintah
Kabupaten Bombana. (R)

Baru Menjabat Sebulan, Kasat
Reskrim Polres Bombana Lakukan
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Percepatan Penanganan Sejumlah
Perkara

Rumbia, SultraNET. | Kasat Reskrim Polres Bombana AKP. Muhammad Nur
Sultan, S.H yang baru menjabat 1 bulan sudah langsung menunjukkan kinerjanya
dengan melakukan percepatan penangan sejumlah perkara yang ditangani
dengan dibuktikan beberapa perkara yang telah dilimpahkan di Kejaksaan Negeri
Bombana.

Kepada awak media SultraNET., Jum’at (11/3/2022) Kasat Reskrim melalu Kanit
III Tipidter Reskrim Polres Bombana, IPDA Prasetyo Nento, SH mengatakan
sejumlah perkara yang saat ini dilakukan percepatan penanganan anatara lain
perkara ITE yang ditangani oleh unit III Tipidter, dimana awal tahun 2022 ini
telah diselesaikan (P.21) terkait penghinaan dan atau pencemaran nama baik
dengan tersangka inisial JA.

Prasetyo menyebut kronologis kejadian berawal saat korban atas inisial AS meng-
upload hasil pekerjaan pemasangan instalasi sound system gedung walet di akun
YouTube. Pekerjaan sound system tersebut dikerjakan oleh korban secara gratis
tanpa dipungut biaya pemasangan alat, namun kemudian tersangka inisial JA
menanggapi postingan tersebut di Facebook dengan cara membuat postingan
yang mengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap
korban.

“Pelaku mengatakan bahwa korban telah menipu publik atas pekerjaaan instalasi
sound system tersebut,” ujar Prasetyo.

Atas perbuatan tersangka, korban merasa dihina dan dicemarkan nama baiknya
serta mengalami kerugian sehingga melaporkan kejadian tersebut sebagai tindak
pidana di bidang ITE dan diterapkan pasal 45 ayat(3) juncto pasal 27 ayat(3) UU
RI tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman Hukuman 4 Tahun penjara
atau denda sebanyak Rp 750.000.000,- .

“Terhadap tersangka JA dan barang bukti telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri
Bombana pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022,” bebernya.
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Selain itu, di awal tahun 2022 unit Tipidter Sat. Reskrim Polres Bombana juga
telah berhasil mengamankan pelaku penyalahgunaan, penyimpanan dan niaga
BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tanpa izin dari pejabat berwenang
sebanyak 7 Ton.

“Saat ini perkara tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan dengan
menetapkan satu orang tersangka inisial AD,” bebernya

Atas perbuatan tersebut AD disangkakan pasal 53 huruf(c) dan huruf(d) juncto
pasal 23 ayat(1) huruf (c) dan huruf(d) UU RI nomor 22 tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi. Dengan ancaman Hukuman 3 tahun dan denda Rp
30.000.000.000,-.

Sedangkan untuk unit 1 Pidana umum dengan LP Nomor
LP/B/92/X1/2021/SPKT/ RES BOMBANA/ POLDA SULTRA, Tgl.2 Nopember 2021,
an. Saudara IKB Perkara Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yaitu
mengambil HP milik korban dengan cara mengancam korbannya dengan parang
yg diterapkan Pasal 365 Ayat (1) KUHP Subs Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e KUHPidana
dengan ancaman Hukuman 9 Tahun.

Selanjutnya LP Nomor : LP/B/01/1/2022/SPKT/ RES BOMBANA/ POLDA SULTRA,
TGL. 7 Januari 2022 an. Tsk MUSTAMING Bin PALECCENG ( Alm.), Perkara
Tindak pidana Pencurian udang dengan cara menguras air yg berada dalam
empang dan mengambil udang milik saudara Zulfikri yang masih berada dalam
empang tersebut, sehingga tersangka diterapkan Pasal 362 KUHP, dengan
ancaman Hukuman 5 Tahun.

“Saat ini perkara tersebut sudah dilakukan tahap 1 oleh penyidik dan menunggu
hasil penelitian dari Kejaksaan Negeri Bombana,”.
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Personil Sat Reskrim Polres Bombana saat Berkunjung di Kantor Kejari Bombana

Sedangkan untuk unit IV Perlindungan perempuan dan anak sudah ada perkara
yang telah dilimpahkan yaitu Persetubuhan Anak Dibawah Umur di Kecamatan
Rumbia Tengah yang dilakukan oleh tersangka SMD alias DD terhadap anak yang
masih berumur 14 tahun dan masih sekolah kelas 2 SMP, kuat dugaan tersangka
melakukan perbuatan melawan hukum sehingga diterapkan Pasal 81 Ayat (1)
subs Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 D UU. RI. No. 17 tahun 2016 Tentang
penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2016 ttg perubahan
kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 ttg Perlindungan Anak menjadi
Undang-undang. Sebagaimana juga diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 ttg
perubahan atas Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak
dengan ancaman hukuman 15 tahun.

“Dalam sebulan ini Sat Reskrim telah berhasil menyelesaikan 10 kasus yang
dinyatakan p21 dan 7 kasus yang masuk ditahap 2,” Pungkasnya. (IS)



BKD Bombana Sosialisasikan Cara
Pemungutan dan Penyetoran Pajak
Sesuai Prosedur

Rumbia, SultraNET. | Untuk memastikan pemungutan dan penyetoran pajak
dilakukan sesuai prosedur, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana,
Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar sosialisasi kepada para
Bendahara Pengeluaran se-Kabupaten Bombana dengan menghadirkan Pemateri
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Prov. Sultra dan dari Kantor
Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) KPP Pratama Kolaka,
bertempat di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana. Kamis (10/03/2022).

Sekretaris Daerah Bombana Drs. Man Arfa, M.Si dalam sambutannya
mengatakan, setiap bendahara baik itu bendahara di Organisasi Perangkat
Daerah (OPD), Sekolah maupun Bendahara Desa harus mengetahui tupoksinya
masing masing, yaitu bendahara pengeluaran harus mewajibkan pemungutan
pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku terhadap pemungutan pajak.

“Baik itu pajak daerah maupun pajak pusat,” ujar Man Arfa.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bombana itu menjelaskan, para
bendahara Desa dan bendahara Sekolah harus mewajibkan pemungutan pajak
sesuai prosedur, kemudian hasil pemungutan pajak tersebut disetor sesuai
dengan kebijakan perpajakan.

“Saya ingatkan jangan sampai korupsi dana pajak, nanti bisa panjang urusannya
hingga sampai ke aparat penegak hukum,” bebernya.

Ia berharap dengan adanya sosialisasi ini para bendahara baik itu bendahara
OPD, Sekolah, maupun bendahara Desa bisa memahami sistem dan aturan
pemungutan pajak ini, mulai dari aturan pemungutan hingga penyetoran dana
pajak.
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“Sebagai bendahara pengeluaran jangan sampai lalai, kalau lalai dalam pekerjaan
juga bisa menjadi masalah. Saya tegaskan, sebagai bendahara harus mengetahui
perhitungan dalam pemungutan pajak,” harapnya

Ditempat yang sama, Ketua Panitia kegiatansekaligus Kepala Bidang Anggaran
BKD Bombana, Achmad Said Effendi Kube menambahkan, melalui kegiatan
sosialisasi yang menghadirkan para bendahara di lingkup Pemkab Bombana ini
bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan pemungutan dan
penyetoran pajak .

“Dalam sosialisasi ini narasumber dari KPP Pratama cukup memberikan materi
terkait pemungutan pajak. Jika pemungutan pajak sudah sesuai dengan prosedur
hal itu bisa berdampak pada peningkatan PAD,” Singkat Achmad Said Effendi
Kube.

Untuk diketahui, kegiatan yang juga di Ikuti oleh Para Kepala OPD lingklup
Pemkab Bombana itu menghadirkan 3 orang narasumber dari Kantor Pelayanan
Pajak yaitu Agus Sudana (Kepala KP2KP Rumbia), Riska Nur Cahya dan Khairul
Anwar (KPP Pratama Kolaka) serta 2 orang dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BKD) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Ivan Hardiamsyah dan
Larissa Zuchni Aurora. (IS)

Ahli Waris PHTT Dinkes Bombana
Terima Dana Santunan BPJS
Ketenagakerjaan

Bombana, SultraNET. - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BP]S)
Ketenagakerjaan atau yang kini akrab disapa BPJAMSOSTEK, kembali
menyalurkan dana santunan kepada ahli waris almarhum Jafruddin sebesar
Rp.172,5 juta, Selasa (8/3/2022).

Jafruddin merupakan Pekerja Harian Tidak Tetap (PHTT) di Dinas Kesehatan
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(Dinkes) Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra). Santunan yang
diberikan kepada ahli waris adalah manfaat dari Jaminan Kematian
BPJAMSOSTEK.

Penyerahan dana manfaat ini dilakukan di Kantor Dinkes Bombana, dan secara
simbolis diwakilkan oleh Kepala Dinkes Kabupaten Bombana, Darwin Ismail.

Kepada awak media Kepala Dinas Kesehatan Bombana, Darwin Ismail
mengatakan, santunan BPJAMSOSTEK ini merupakan bukti nyata betapa
pentingnya setiap pegawai khususnya di lingkup Dinkes Bombana dapat
terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan

“Penyerahan santunan hari ini merupakan bukti akan pentingnya pegawai lingkup
Dinas Kesehatan Bombana dapat terlindungi oleh Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan agar terhindar dari risiko dalam menjalankan setiap
aktivitasnya,” kata Darwin.

Melihat manfaat yang begitu besar, Darwin mengungkapkan, tahun 2022 ini akan
kembali mendaftarkan 300 non-ASN lingkup Dinkes Kabupaten Bombana ke
dalam program BPJAMSOSTEK.

“Tahun 2022 ini, kami Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana kembali
mendaftarkan 300 non-ASN ke dalam program BPJAMSOSTEK,” ungkapnya.

Senada dengan itu, Kepala BPJAMSOSTEK Konsel, Makmur, berharap santunan
pihaknya berikan dapat mencegah kemiskinan baru yang disebabkan hilangnya
salah satu sumber penghasilan keluarga.

“Kami berharap dari santunan ini, keluarga yang ditinggalkan dapat
menggunakan santunan tersebut dengan sebaik-baiknya dan kedua anaknya
dapat melanjutkan serta menyelesaikan pendidikannya sampai dengan sarjana,”
harapnya.

Sementara itu, Kepala BPJAMSOSTEK Sultra, Minarni Lukman menuturkan,
jaminan sosial ketenagakerjaan sangatlah penting bagi setiap pekerja. Sehingga
butuh dukungan serta pengawalan seluruh pihak.

“BPJAMSOSTEK dan pengentasan kemiskinan selalu berjalan beriringan, untuk
itu kami berharap dukungan pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten untuk
mengawal dan memastikan perlindungan jaminan sosial seluruh pekerja di



wilayahnya terdaftar BPJS Ketenagakerjaan,” pungkasnya. (Adv)

Bombana Daerah Pertama di
Sultra Laksanakan Forum
Konsultasi Publik RPD 2023-2026

Bombana, SultraNET. | Kabupaten Bombana menjadi daerah pertama
menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Daerah (FKP-RPD)
untuk tahun 2023-2026 dari 7 daerah di Sulawesi Tenggara yang masa jabatan
Bupatinya berakhir di tahun 2022, bertempat di Aula Tanduale, Kantor Bupati
Bombana, Kamis (24/02/2022).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten
Bombana, Doddy A Muchlisi mengatakan pelaksanaan FKP-RPD merupakan
tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan
Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

“Pelaksanaan Penyusunan RPD ini langsung dipantau Kementerian Dalam
Negeri,” Ujar Doddy A Muchlisi.

Mantan Sekertaris Badan Keuangan Daerah Bombana itu menjelaskan dalam
pelaksanaan FKP-RPD, hal yang perlu dilakukan yaitu penyelarasan target,
penyesuaian pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Bombana yang akan berakhir di tahun 2025.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu hasil capaian terbaik indikator daerah yang
sudah ditetapkan tahun 2017-2022 dimana ada beberapa hal dari target yang
ditetapkan belum tercapai.

“Kegiatan ini, juga harus memperhatikan RPJMD Provinsi dan isu strategis yang
berkembang dengan kebijakan Nasional,” Bebernya.
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Ia menyebut kegiatan yang diikuti oleh hampir seluruh Kepala OPD, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta Perencanaan Lingkup Kabupaten Bombana itu bertujuan
untuk menghimpun masukan dan ide konstruktif untuk penajaman isu-isu
strategis, tujuan sasaran dan kebijakan pembangunan daerah yang dirumuskan
dalam RPD dan RKPD agar lebih fokus dan akomodatif.

“Kita optimis penyusunan RPD 2023-2026 ini dapat selesai sesuai dengan waktu
yang diberikan oleh Kemendagri yaitu sebelum minggu kedua di Bulan Maret
2022 ini,” tandasnya

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Bombana, Man Arfa mengatakan,
kegiatan tersebut akan membahas isu strategis atau kondisi yang berpotensi
menjadi masalah atau peluang masalah di masa mendatang.

“Terdapat hubungan yang erat antara isu strategis dan identifikasi permasalahan
pembangunan daerah, analisis isu strategis diperlukan untuk menghasilkan
rumusan dan arah kebijakan yang bersifat antisipatif dan adaptif atas berbagai
kondisi yang tidak ideal di masa depan, sehingga pembangunan kesejahteraan
masyarakat tetap dapat dicapai secara optimal,” ujar Man Arfa.

Menurutnya hasil identifikasi permasalahan pembangunan juga merupakan salah
satu aspek yang menentukan rumusan isu strategis. tujuan perumusan isu
strategis itu untuk menentukan fokus dan prioritas pembangunan Kabupaten
Bombana untuk Tahun 2023-2026.

“Saya berharap hasil dari Forum Konsultasi Publik ini nantinya menjadi pijakan
Pemerintah Daerah dalam perumusan dan pengambilan kebijakan publik,
sehingga permasalahan-permasalahan pembangunan daerah dapat diselesaikan
dengan baik secara efektif dan efisien,” pungkasnya. (IS)

Oknum Camat dan PJ Kades tidak
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Netral, Iskandar : Ini Bakal
Menjadi Pilkades Terburuk
Sekalipun Berjalan Secara Aman

Bombana, SultraNET. | Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak se-
Kabupaten Bombana yang bakal digelar pada hari Minggu, 20 Februari 2022 atau
menyisakan 2 hari lagi, sebagai momentum menentukan Pemimpin di Desa untuk
6 tahun mendatang diharapkan melahirkan pemimpin yang dapat membawa
perubahan di Desa ke arah yang lebih baik.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bombana, Iskandar. Jumat (18/2/2021) mengatakan
untuk melahirkan pemimpin terbaik di Desa hanya bisa dicapai jika proses
Pilkades berjalan secara demokratis yang sehat tanpa intervensi kepada
masyarakat pemilih terlebih oleh oknum Camat maupun oknum pelaksana Jabatan
(P]) Kepala Desa.

[a menyebut berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan laporan warga ditemukan
ada beberapa oknum pejabat baik itu Camat, Pj. Kepala Desa maupun Aparatur
Sipil Negara lainnya ditemukan tidak netral.

“Para camat dan PJ harus menjadi fasilitator yang netral, tapi faktanya banyak
oknum pejabat tersebut yang tidak netral,” ujar Ketua PKB Bombana itu.

Mantan Komisioner KPU Bombana itu menilai jika ini dibiarkan, ia khawatir
Pilkades yang diharapkan melahirkan pemimpin terbaik justru terjadi sebaliknya.

“Mana Pilkades ini tanpa Panwas, politik transaksional luar biasa terbukanya.
Kelihatannya ini bakal menjadi Pilkades terburuk sekalipun berjalan secara
aman,” jelas Iskandar.

Anggota Legislatif Dapil Kabaena itu menambahkan, Pilkades yang baik dapat
dicirikan dengan semua unsur penyelenggara dari semua tingkatan baik PPTK
dimana para Camat yang menjadi perpanjangan tangan PPTK di Kecamatan,
PPTD, dan PPS serta para P] Kepala Desa, kesemuanya benar benar harus netral
dan berjalan “on the track”.

Kemudia ciri yang kedua yaitu minimnya politik uang bahkan sampai nol serta
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yang Ketiga yaitu akuntabilitas dimana semua pihak dapat menerima hasil
Pilkades.

“Karena kasian jika sampai terpilih karena politik uang, dari mana dapat uang
pengembalian sehingga dampaknya nanti pembangunan di Desa tidak berjalan
baik ada contoh lalu beberapa Kades terjerat kasus,” tutupnya (IS).

Moh. Igbal Komitmen Wujudkan
Desa Rompu-Rompu Mandiri dan
Sejahtera

Bombana, SultraNET. | Calon Kepala Desa Rompu Rompu, Kecamatan Poleang
Utara, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara bernomor urut 4, Moh.
Igbal berkomitmen bakal menjadikan Desa Rompu-Rompu sebagai Desa yang
Mandiri dan Sejahtera jika ia terpilih sebagai Kepala Desa pada Pemilihan Kepala
Desa serentak se Kabupaten Bombana pada Februari 2022 mendatang.

Kepada awak media SultraNET., Suami dari Asmira itu menegaskan untuk
menjadikan Rompu-Rompu sebagai desa yang mandiri dan sejahtera,
pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik saja namun juga
terhadap sektor sektor lain seperti pendidikan, kesehatan serta perekonomian
masyarakat desa.

Moh. Igbal, menyebut majunya ia sebagai salah satu Calon Kepala Desa
merupakan dorongan dan kepercayaan masyarakat yang memiliki harapan
tercapainya perubahan dan kemajuan Desa menjadi lebih lebih baik lagi.

“Dorongan dan kepercayaan inilah yang patut saya hargai, saya junjung dan
diperjuangkan agar harapan Desa Rompu-Rompu yang mandiri dan sejahtera
dapat tercapai, tentu ini semua mebutuhkan doa dan dukungan dari semua pihak
khususnya warga Desa Rompu-Rompu,” ujar Moh. Igbal, Kamis (27/1/2022).
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Ia menjelaskan untuk mewujudkan desa Mandiri dan Sejahtera jika ia terpilih
sebagai Kepala Desa, ia telah menyiapkan berbagai program yang bersentuhan
langsung dan diyakini dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

“Upaya yang akan kami lakukan jika terpilih nantinya tercermin dari visi dan misi
serta program kerja kami,” jelasnya.

Untuk diketahui, Calon Kepala Desa Rompu-Rompu bernomor urut 4, Moh. Igbal
mengusung visi, misi dan program kerja sebagai berikut :

VISI :

Menjadikan desa Rompu-rompu menjadi desa Mandiri (Maju, Aman, Damai,
Integritas dan Religius), Unggul, Bermartabat dan Sejahtera.

MISI :

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang jujur dan berwibawa dengan
pengambilan keputusan yang cepat dan tepat serta meningkatkan
profesionalitas dan mengaktifkan seluruh perangkat desa.

2. Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang memadai dalam
mengembangkan ketersediaan fasilitas penunjang desa wisata halal,
melalui program peningkatan sarana prasarana destinasi pariwisata.

3. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga desa dalam bidang
pertanian dan peternakan melalui program gerakan mandiri pangan.

4. Mewujudkan system usaha mandiri melalui program pengembangan
BUMDes SMART.

5. Meningkatkan mutu layanan kesehatan di desa melalui program gerakan
kampung sehat.

6. Meluaskan kesadaran hukum masyarakat melalui program
masyarakatsadar hukum.

7. Meningkatkan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal
melalui gerakan kampung cerdas.

8. Meningkatkan pelayanan public dan keterbukaan informasi melalui
program internet desa.

9. Menanamkan religius dan kearifan lokal melalui program pengembangan
nilai nilai spiritual dan adat istiadat.

10. Terwujudnya pemerintahan yang melayani, mengayomi dan mellindungi
hak-hak masyarakat dari



kesewenang-wenangan tanpa membedakan latar belakang suku, agama,
aliran dan kebudayaan.

PROGRAM KERJA
A. BIDANG PEMERINTAHAN

Pemerintahan desa merupakan unit terkecil dari pemerintahan nasionl, di mana
segala permasalahan

mulai dari desa. Untuk itulah pemerintahan desa harus jujur, professional,
amanah dan ramah dalam

memberikan pelayanan kepada seluruh elemen masyarakat serta cepat dan tegas
dalam mengambil

sebuah keputusan. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik maka perlu
dilakukan beberapa hal :

1. Pembenahan Aparatur pemerintahan desa.

Aparatur pemerintahan desa perlu mengoptimalkan kinerja agar dapat berfungsi
dengan baik sesuai

dengan tupoksinya masing masing dan tidak terjadi tumpang tindih dalam
melaksanakan tugas sehingga akan mendapatkan kepercayaan lebih dari
masyarakat.

2. Transparansi keuangan

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kepala desa dan aparatur
desa, maka segala hal yang menyangkut tentang keuangan harus transparan atau
terbuka, transfarasi keuangan yang dimaksud adalah dimana masyarakat harus
mengetahui sumber sumber keuangan yang didapat dengan mengalokasikanya
minimal satu kali dalam setahun atas musyawarah masyarakat desa, serta
membuat laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3. Sinergitas dengan BPD

Badana Permusyawaran Desa (BPD) yang anggotanya merupakan tokoh/wakil
masyarakat dan sebagai mitra sejajar kepala desa serta penampung aspirasi
masyarakat harus terlibat dalam musyawarah terutama menyangkut masalah
masalah strategi terhadap pembangunan desa. Selain itu BPD juga dimintai
pendapat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



4. Peningkatan pelayanan Publik

Pelayanan prima merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada publik atau
masyarakat yang mengacu pada kepuasan pelanggan.

B. BIDANG PEMBANGUNAN

Pembangunan pada hakikatnya adalah pengadaan perubahan terhadap sesuatu
dari yang tidak atau kurang baik, menjadi baik, dari yang tidak bermanfaat
menjadi manfaat dan dari yang rusak menjadi bagus.

Prioritas utama yang harus dilakukan oleh kepaa desa dalam pembangunan desa
adalah :

1. Pembangunan Ahlak

Pembangunan ahlak diarahkan untuk menjadi manusia yang berahlak karima,
sarananya adalah Pengajian-pengajian, majelis taklim, serta kegiatan kegiatan
positif, hal ini perlu mendapat perhatian serius terutama generasi muda untuk
menghadapi tantangan jaman yang semakin modern.

2. Pembangunan fisik

a. Pembangunan sarana Transportasi. Pembangunan sarana transportasi
diarahkan untuk menjaga perekonomian masyarakat yaitu dengan pengaspalan
jalan pokok dan jalan lintas persawahan.

b. Pembangunan sarana pendidikan nonformal. Memberikan kepedulian penuh
dengan menambah insentif bagi guru TPA dan TPQ, serta marbot masjid.

c. Pembangunan bidang olahraga. Memberikan pembinaan bagi keolahragaan
desa dengan cara memberikan aset permodalan untuk karang taruna desa,
sehingga mengembangkan potensi pada cabang cabang olahraga sehingga dapat
berjalan secara optimal.

d. Pembangunan infrastruktur air bersih. Sarana ini sebagai upaya
mengoptimalkan sumber daya alam yang digunakan sepenuhnya untuk
keberlansungan hidup masyarakat. Kedepan bisa dikembangkan menjadi salah
satu unit usaha unggulan di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

C. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN.



Sebahagian besar penduduk desa bergantung hidup dari hasil pertanian dan
peternakan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap apa yang
menjadi kendala para petani dan peternak di desa. Dengan demikian desa hadir
dalam memberikan solusi tentang aksespermodalan melalui Badan Usaha Milik
Desa (BUMDES). Baik sebagai modal usaha pembelian pupuk atau dalam rangka
upaya pengelolaan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah dan kotoran
ternak sehingga petani tidak memiliki ketergantungan penuh dengan pupuk
subsidi guna mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan peternak desa.

D. BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Meliputi.

1. Mongoptimalakan kinerja kepala dusun serta Lembaga Adat desa.
2. Pembinaan PKK.

3. Revitalisasi BUMDes.

SASARAN YANG INGIN DICAPAL
A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Pemerintah desa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan
dan amanah.

2. Pelayanan terhadap masyarakat cepat mudah dan ramah.

3. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa baik dalam
bidang pelayanan maupun keuangan.

B. BIDANG PEMBANGUNAN
1. Terbentuknya masyarakat yang berahlak mulia.

2. Tersedianya sarana transportasi yang baik, pendidikan TPA, serta
kesejahteraan marbot masjid.



3. Terwujudnya persatuan olahraga desa melalui kepemimpinan Karang taruna
desa dengan berbagai cabang olahraga untuk melatih dan menjaga kesehatan
masyarakat.

4. Tersedianya sumber air bersih yang memadai bagi warga desa.
C. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN.

Sebahagian besar penduduk desa bergantung hidup dari hasil pertanian dan
peternakan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus terhadap apa yang
menjadi kendala para petani dan peternak di desa. Dengan demikian desa hadir
dalam memberikan solusi tentang aksespermodalan melalui Badan Usaha Milik
Desa (BUMDES). Baik sebagai modal usaha pembelian pupuk atau dalam rangka
upaya pengelolaan pupuk organik dengan memanfaatkan limbah dan kotoran
ternak sehingga petani tidak memiliki ketergantungan penuh dengan pupuk
subsidi guna mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan peternak desa.

D. BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Meliputi.

1. Mongoptimalakan kinerja kepala dusun serta Lembaga Adat desa.
2. Pembinaan PKK.

3. Revitalisasi BUMDes.

SASARAN YANG INGIN DICAPAL
A. BIDANG PEMERINTAHAN

1. Pemerintah desa menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, transparan
dan amanah.

2. Pelayanan terhadap masyarakat cepat mudah dan ramah.

3. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa baik dalam
bidang pelayanan maupun keuangan.



B. BIDANG PEMBANGUNAN
1. Terbentuknya masyarakat yang berahlak mulia.

2. Tersedianya sarana transportasi yang baik, pendidikan TPA, serta
kesejahteraan marbot masjid.

3. Terwujudnya persatuan olahraga desa melalui kepemimpinan Karang taruna
desa dengan berbagai

cabang olahraga untuk melatih dan menjaga kesehatan masyarakat.

4. Tersedianya sumber air bersih yang memadai bagi warga desa.

C. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN
1. Berfungsinya kelompok tani dan kelompok ternak secara optimal.

2. Terwujudnya kelompok tani dan kelompok ternak dengan permodalan yang
baik melalui koperasi,

serta dapat meningkatkan kualitas produk pertanian serta peternakan untuk
dapat mengangkat dan menumbuh kembangkan kesejahteraan petani serta
peternak.

3. Program Pembebasan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB Gratis).

D. BIDANG SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
1. Terwujudnya professional kinerja Kepala Dusun bersama Lembaga Adat.
2. Berfungsinya PKK sebagai wadah pembinaan Ibu-ibu untuk berkreatifitas.

3. Terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang akuntabel dan
trasparan.

ZONASI EMPAT PROGRAM KHUSUS



PENGEMBANGAN DESA ROMPU ROMPU

1. Desa Kreatif

Dusun Rompu Rompu adalah kawasan destinasi wisata halal kelas dunia.

2. Desa Hijau

Dusun Lemboea I menjadi pusat pengembangan system pertanian aquaponik.
3. Desa Sehat

Dusun Lemboea Il menjadi pusat olahraga rekreatif yang menyenangkan.

4. Desa Digital

Dusun Longori akan menjadi pilot project penerapan sistem pelayanan
pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat berbasis
pemanfaatan teknologi informasi.

Pewarta : Fendi

Diduga Tak Miliki IUP dan IPPKH,
Mabes Polri Diminta Tindak PT
KPI dan PT ASKON

KENDARI, SultraNET. - Lembaga Pemerhati Investasi (LEPI) Sulawesi Tenggara
(Sultra) menyoroti aktifitas PT Kaci Purnama Indah (PT KPI) dan PT Astin
Konstruksi (PT ASKON) di wilayah Kecamatan Langgikima, Kabupaten Konawe
Utara (Konut) yang ditengarai tak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP).
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Ketua Umum LEPI Sultra, Sulharjan mengatakan, berdasarkan penelusuran data
di Minerba One Data Indonesia (MODI) yang dilakukan pihaknya tidak ditemukan
data kedua perusahaan tersebut.

“PT KPI dan PT ASKON kami duga tak mengantongi IUP dan dokumen
pertambangan lainnya, sehingga akan kami laporkan ke aparat penegak hukum,”
kata Sulharjan dalam keterangannya, Kamis (13/1/2022).

Lanjut Sulharjan, pihaknya akan mengadukan aktifitas PT KPI dan PT ASKON ke
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atas aktifitas keduanya

yang merambah hutan tanpa dilengkapi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutam
(IPPKH).

“Sangat miris melihal kondisi ini, apalagi PT KPI dan PT ASKON disebut-sebut
tengah melakukan pengapalan,” jelas Pengurus PB HMI ini.

Jika merujuk pada Pasal 158 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009, bahwa setiap
orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10
miliar, jelas Sulharjan, harus mendapat perhatian dan tindaklanjut oleh Aparat
Penegak Hukum.

“Dalam waktu dekat kami akan mendesak Mabes Polri dan KLHK untuk mengusut
tuntas dugaan hukum yang dilakukan PT KPI dan PT ASKON dan melaporkannya
secara resmi”, demikian Sul.

Hingga berita ini dirilis pihak Perusahaan belum terkonfirmasi (rls/Sul)



